PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara .

berdaya guna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi

masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 127 dan Pasal
156 ayat (1), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah-

dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, o

huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang - .- .

Retribusi Jasa Usaha.

f—

Mengingat
1945; .

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonésia Tahun- : U e |

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Téh'u'n' SR

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. B o

3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun L
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor' 74, - i

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang .Pemerintahan'ﬂ:Daéf_ah_':. - :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor _125,'Taﬁﬁbahan-'% o :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgg-4437) sebagaimana-telah . -



diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI

JASA USAHA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

I.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Daerah adalah Kota Bontang;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;

Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan

‘usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutvan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap;
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bontang;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinilkmati oleh orang pribadi atau Badan;

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan olch sektor swasta;

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah

yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daeral sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
menurat ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk  melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Jasa Usaha;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjuinya disebut Retribusi
adalah Pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi,
fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan

angkutan dan pemakaian laboratorium;
Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang;

Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan

dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Kendaraan alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang
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Kendaraan angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang

maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Saluran adalah utilitas Instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang
sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah;

Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh

Pemerintah Daerah;

Laboratorium adalah sarana dan prasarana untuk pengujian atau
pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang

disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

Retribusi Terminal selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang
disediakan, dimilki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

Retribusi tempat Khusus Parkir selanjutnya Retribusi adalah pembayaran
atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimilki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara;

Retribusi Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas pelayanan penyedinan fasilitas rumah pemotongan
hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong, yang disediakan, dimilki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah;

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai

tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;

Kepelabultanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban
arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta
mendorong  perekonomian nasional dan daerah dengan tetap
memperhatikan tata rvang wilayah;

Retribust Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya
dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pembavaran atas pelavanan jasa kepelabuhan, termasuk
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dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha

Pemerintah Daeral;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dart penghimpunan
data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetorannya;

Insentif pemungutan selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan
Penghasilan yang diberikan sebagal penghargaan atas kinerja tertentu

dalam melaksanakan pemungutan retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telal dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olelt Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau scharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
untuk  tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangau perpajakan daerah dan retribusi daerah;

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukt
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi scrta menemukan tersangkanya;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.



BABII

NAMA, JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

(1)

)

(3)
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(6)

(7)

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi

atas pemakaian kekayaan milik daerah;

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan

fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah;

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas

pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah;

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan oleh Pemerintah
Daerah;

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas
pelayanan jasa pelabuhan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah;

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi
atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut

Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam

Peraturan Daerah ini adalah:

o o B

=

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan;
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Bagian Ketiga
Objek Retribusi

Pasal 4

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah;

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pengunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang
dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah;

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah terminal vyang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah;

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelavanan penvediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
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yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf e adalah adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

Objek RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah;

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.

Pasal 10

Objek Retribusi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah;

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak

swasta.

Bagian Keempat
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki

Pemerintah Daerah:
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Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Terminal,;

Subyek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan
yang  menggunakan/menikmati  tempat  khusus  parkir  yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Subyek Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah
pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah:

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan;

Subyek Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atan
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhan yang
disediakan, dimilki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut ketenfuan peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

Subyek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
olahraga dari Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribust diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Subyek Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi

atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah;
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atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara

tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang
dipikul  Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan;

Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan

rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;

Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban
yvang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa
terscbut;

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah
atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya

Retribusi yang terutang;

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan
seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan

sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB IV

PRINSIP? DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

(1)

(2)

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut

dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



Pasal 14

(1}  Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sckali;

(2)  Peninjavan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Walikota.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu
pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Pasal 16

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan frekuensi, jenis

kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 17

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan berdasarkan jenis kendaraan dan
lamanya parkir.

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 18



yang akan dipotong.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pasal 19

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
dan jangka waktu pemakaian.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 20

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu

pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 21

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau
benih yang dihasilkan jasa produksi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah int dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan Peraturan Daerah ini;



Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran {II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana
tercantum dalam L.ampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
sebagaimana tercantum dalam [ampiran VI Peraturan Daerah ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah int;

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah Wilayah Kota Bontang,.



~~~~~~~

Bagian Kedua

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

(1)
(2)

3)

(4)

(3)

(6)

ey
2)

3)

(4)

(3)

Pasal 30

Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Kepala Daerah dapat memberikan pesetujuan kepada wajib Retribusi
untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu,

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dilakukan secara tertentu dan berturat-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum

atau kurang dibayar;

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentuntukan dengan

dikenakan bungan 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi;

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan
menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat paada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan
Walikota.
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(1)

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 32

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya;

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 33

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah;

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamnya Retribusi
yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 2 (dua belas) bulan;



2

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(1)

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

Kepala Daerah. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah. tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan;
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB;

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah.memberikan imbalan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran Retribusi;

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan
dengan menggunakan STRD;
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain

VANS Selenis:



(3)

(4)

(5)

(6)

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran;

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang;

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk;

Dalam hal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis tidak dilaksanakan dikenakan sanksi administratif sebagaimana

tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) kepada Wajib Retribusi.

BABX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1)

(2)

(3)

4)

(1

(2)

Pasal 37

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau
sanksinya;

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam

Peraturan Walikota.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui  waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecunali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi;

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat teguran; atau



(3)

(4)

(3)

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut;

Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah;

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

(1)

(2)

(3)

Pasal 39

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Reftribusi yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



1)

(2)

(3)

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 41

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Reftribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan pergeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda dan/atan dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(I)  Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar;

{2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi mengenai jenis Jasa Umum
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih terutang, sepanjang tidak
diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Ketentuan Retribusi

Terminal dan Tempat Parkir Dalam Kota Bontang;

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retrtibusi Pemakaian

Kekayaan Daerah Di Kota Bontang;

¢. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Terminal.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2)  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.



Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling fama 1

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 27 Desember 2011
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA
Diundangkan di Bontang

pada tanggal 28 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

A

ASMUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011 NOMOR 10



Lampiran |

Nomor : 10 Tahun 2011
Tanggal . 27 Desember 2011
Tentang : RETRIBUSTJASA USAHA

[ se—mm——————— e e

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a. Pemakaian Alat Berat

. Peraturan Daerah Kota Bontang

WAKTU TARIF KETERANGAN
1. | Stone Walles Rp. 200.000,- Per hari
2. | Baby Roller Rp. 150.000,- Per hari
3. | Stamper Rp. 75.000.- Per hari
b. Pemakaian Alat Laboratorium
NO JENIS UIT VOLUME TARIF
1 | Hammer Test Pertitik Rp. 50.000,00
2 | Saund Cone Pertitik Rp. 100.000,00
3 | Core Drill Pertitik Rp. 100.000,00
4 | DCP Pertitik Rp. 100.000,00
5 | Sondir Pertitik Rp. 1.500.000,00
6 | Bor Tangan Permeter Rp. 300.000,00
7 | Test Kubus Perkubus Rp. 25.000,00
& | Kubus Perkubus Rp. 10.000,00
9 | Abrasi Persample Rp. 150.000,00
10 | Exraction Aspal Persample Rp. 150.000,00
11 | Pengambilan Contoh Tanah Asli Persample Rp. 50.000,00
12 | CBR Lapangan Persample Rp. 100.000,00
13 | Kelendutan ( Bengkelmem Beam ) Persample Rp. 100.000,00
14 | Kadar Air Dgn Alat speedy Persample Rp. 100.000,00
15 | Kadar Air Tanah Persample Rp. 50.000,00
16 | Berat Jenis Tanah Persample Rp. 100.000,00
17 | Atterberg Limit / PL/ P1 Persample Rp. 100.000,00
18 | Analisa Saringan { Silve analisis ) Persample Rp. 100.000,00
19 | Pemadatan Dengan Cara Modified Persample Rp. 250.000,00
20 | Pemadatan Dengan Cara Standar Persample Rp. 250.000,00
21 | CBR Dengan Cara Standar Persample Rp. 250.000,00
22 | CBR Dengan Cara Modifiled Persample Rp. 300.000,00
23 | Hidrometer Persample | Rp. 250.000,00
24 | Shrinkage Limit Persample Rp. 250.000,00
25 | Unconfined Compresive Strenght Persample Rp. 150.000,00
26 | Konsilidasi Persample Rp. 200.000,00
27 { Berat Isi Persample Rp. §0.000,00
28 | Kuat Geser Langsung( Direct Rp. 150.000,00
Shear) Persample
29 | Permeabilitas Persample Rp. 150.000,00
30 [ Triaxial (UL) Persample Rp. 250.000,00
31 | Triaxial (CU) Persample Rp. 500.000,00
32 | Sieve Analis ( Gradasi ) Persample Rp. 100.000,00
33 | Berat Jenis Agregat Persample Rp. 100.000,00
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35 | Kadar Lumpur Agregat Persample Rp. 100.000,00
36 | Zat Organik agregat Persample Rp. 100.000,00
37 | Berat Jenis & Penyaringan Agregat Rp. 100.000,00

Kasar Persample
38 | Berat Jenis & Penvaringan Agregat Rp. 100.000,00

Halus Persample
39 | Kelekatan Terhadap Aspal Persample Rp. 80.000,00
40 | Impact test Persample Rp. 100.000,00
41 | Soundness Agregat Kasar Persample Rp. 250.000,00
42 | Soundness Agregat Halus Persample Rp. 250.000,00
43 | Sand Equivalent Persample Rp. 150.000,00
44 | Kepipihan Agregat Persample Rp. 100.000,00
45 | Pencirasi Aspal Persample Rp. 75.000,00
46 | Titik Lembek Aspal Persample Rp. 50.000,00
47 | Daktilitas Persample Rp. 50.000,00
48 | Kelarutan Dalam CHCL3 Persample Rp. 45.000,00
49 | Penetrasi setelah kehilangan Berat Persample Rp. 75.000,00
50 | Kehilangan Berat Persample Rp. 75.000,00
51 | Titik Nyala Aspal Persample Rp. 55.000,00
52 | Berat Jenis Aspal Persample Rp. 45.000,00
53 | Vikositas Persample Rp. 90.000,00
54 | Penyulingan Aspal Persample Rp. 100.000,00
55 i Pengendapan/Kestabilan Aspal Persample Rp. 50.000,00
56 | Kelekatan terhadap batuan Kering Persample Rp. 80.000,00
57 | Kelekatan terhadap batuan Basah Persample Rp. 55.000,00
58 | Konsistensi Semen Persample Rp. 45.000,00
59 | Pengikat awal semen Persample Rp. 100.000,00
60 | Berat Jenis Semu Persample Rp. 100.000,00
61 | Kehalusan Semen Persample Rp. 125.000,00
62 | Kadar Air semen Persample Rp. 50.000,00
63 | Ketepatan Bentuk Persample Rp. 40.000,00
64 | Bobot Semen Persample Rp. 20.000,00
65 | Kuat Tekan Mortar Persample Rp. 25.000,00
66 | Kuat Tekan Stabilitas Marshall Persample Rp. 25.000,00
67 | Kuat Tekan Silinder Persample Rp. 25.000,00
68 | Rudolf Coloum Persample Rp. 100.000,00
69 [IMF Design Beton (Analisa| Persample

Saringan, Kadar  Air, Kadar

Lumpur,Berat Jenis & Penyerapan,

Berat Isi Organik,Abrasi) Rp. 650.000,00
70 | JMF Design Mortar Persample | Rp. 500.000,00
71 | IMF Design aspal {Analisa

Saringan, Berat Jenis dan

Penyerapan Abrasi Sand

Equuivalen dan Marshall Test) Persample Rp. 850.000,00
72 | IMF Semen (Pemeriksaan Fisika Persample Rp. 500.000,00

Semen)
73 | IMF Tanah Urugan ( Berat Jenis

Tanah, Pemadatan Laboratorium, | Persample Rp.

CBR Lab, Atterbert Limits dan 630.000,00

Analisa Saringan
74 1 JMF LPA (Berat Jenis Agregat,

Pemadatan Lab, CBR Lab,

Atterbert Limit, Analisa Saringan

& Abrasi) Persample Rp. 650.000,00




75 | IMF LPB (Berat Jenis Agregat,
Pemadatan Lab, CBR Lab, Persample Rp.
Atterbert Limits Analisa Saringan, 650.000,00
dan Abrasi)
76 | IMF LPC (Berat Jenis Agregat,
Pemadatan Lab, CBR Lab, Persample Rp.
Atterbert Limits Analisa Saringan, 650.000,00
dan Abrasi)
77 | Soil cement (Berat Jenis Agregat,
Pemadatan Lab, CBR Lab, Persample Rp. 750.000,00
Atterbert Limits Analisa Saringan,
dan Abrasi
78 | Sample Tabung (Analisa Saringan
Attrebert Limits, Kadar Air, Berat Persample Rp. 650.000,00
Direct shear, Konsolidasi,
Uncofinend Strengt dan Berat Isi)
79 | GPS Unit 150.000,00
80 | Theodolit (Digital) Unit 250.000,00
81 | Theodolit (Manual) Unit 250.000,00
82 | Water Pass Unit 150.000.00
WALIKOTA BONTANG,
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Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor : 10 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011
Tentang : RETRIBUSIJASA USAHA

e ———— e e e

Retribusi Terminal

NO. JENIS BIAYA
1. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (sekali masuk)
a. Mobil Bus Trayek AKDP Rp 3.000,-
b.  Mobil Bus Trayek Dalam Kota Rp 1.000,-
¢. Mobil Penumpang atau Taxi (sedan) Trayek antar Kota Rp 2.000,-
d. Taxi sedan Trayek dalam kota Rp 1.000,-
2. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (system berlangganan)
a. | Kendaraan Umum Angkutan Kota Bontang, dipungut Parkir
Sistem Berlangganan atau TPR (Tanda Pembayaran Retribusi)
1. Berlangganan/berlaku 6 bulan Rp. 42.000,-
2, Berlangganan/berlaku | tahun Rp. 70.000,-

b. | Mobil Bus, Truck Trailler (kereta tempel), kereta gandeng, truck tangki, dan kendaraan
lainnya yang beroda 6 {(enam) atau lebih.

I.  Berlangganan/berlaku 1 s/d 10 hari Rp 20.000,-
2. Berlangganan/berlaku I bulan Rp 60.000,-
3. Berlangganan /berlaku 6 (enam) Rp 180.000,-

c. | Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) selain dari yang disebutkan di atas seperti mobil
penumpang, pick up.

1. Berlangganan/berlaku 1 s/d 10 hari Rp 15.000.-
2.  Berlangganan/berlaku 1 bulan Rp 45.000,-
3. Berlangganan/berlaku 6 bulan Rp 125.000,-
3. Toilet
a. Buang Air Kecil Per sekali masuk/orang Rp. 500,-
b. Buang Air Besar Per sekali masuk/orang Rp. 1000,-
¢. Mandi Per sekali masuk/orang Rp. 2000,-
WALIKOTA BONTANG,
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Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor : 10 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011
Tentang : RETRIBUSTIJASA USAHA

pr——— e —————

Retribusi Tempat Khusus Parkir

NO JENIS TARIF

Rp. 1000/ sekali parkir
1. | Sepeda Motor
2. | Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Rp. 2000/ sekali parkir

sejenisnya

Rp. 3.500/ sekalt parkir
3. | Kendaraan Box dan sgjenisnya

Rp. 4.500/ sekali parkir
4. | Bus, Truck dan sejenisnya

Rp. 7.500/sekali parkir
5. | Tempelan Trailer

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA



Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor : 10 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011
Tentang : RETRIBUSI JASA USAHA

Retribusi Rumah Potong Hewan

NO JENIS PELAYANAN JENIS HEWAN TARIF/EKOR

1. | Penyewaan Kandang ~ Sapi / Kerbau Rp. 5.000,-/ekor
- Kambing/domba | Rp. 2.500,- /ekor

2. | Pemakaian tempat pemotongan - Sapi / Kerbau Rp. 10.000,- fekor
- Kambing/domba [ Rp. 5.000,-/ ekor

3. Pemeriksaan Ante Mortem - Sapi / Kerbau Rp. 10.000,- fekor
- Kambing/domba | Rp. 5.000,- /ekor

4. | Pemeriksaan Post Mortem - Sapi/Kerbau Rp. 15.000,- /ekor
- Kambing/domba | Rp. 7.500,- fekor

5. Pemotongan hari-hari besar (idul Adha) | - Sapi/Kerbau Rp. 20.000,- /ekor
- Kambing/domba | Rp. 10.000,- /ekor

6. Pengangkutan Daging dari - Sapi/Kerbau Rp. 15.000,- /ekor

RumahPotong
7. i Pemeriksaan Betina Produktif - Sapi/Kerbau Rp. 25.000,- /ekor
WALIKOTA BONTANG,
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Lampiran V

Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Daerah Kota Bontang
: 10 Tahun 2011

: 27 Desember 2011

: RETRIBUSIJASA USAHA

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

NO. JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF
1 | Jasa Labuh
a. Kapal dalam negeri Per GT/Kunjungan
dalam kelipatan 10 | Rp. 75,-
hari
b. Kapal Luar Negeri Per GT/Kunjungan
dalam kelipatan 10 usSsi1o
hari
2. | Jasa Pemanduan
a. | Kapal dalam negeri
1. Tarif Pokok Per GT/gerakan Rp. 35.000,-
2. Tarif Tambahan Per GT/gerakan Rp. 15,-
b. | Kapal luar negeri
1. | Tarif Pokok < 500 Per GT US.$27
/gerakan
500 — 1000 Per US.$ 30
GT /gerakan
>1000 Per US.$ 45
GT/gerakan
2. | Tarif Tambahan Per GT/gerakan US. $
0.0014
3. | Jasa Penundaan untuk kapal angkutan laut di perairan wajib pandu
a. | Kapal dalam negeri s/d S00GT
I. Tarif Tetap Per Kapal yang Rp. 85.000.-
ditunda/jam
2. Tarif Variabel Per GT/kapal yang | Rp. 15,-
ditunda/jam
b. | Kapal luar negeri s/d 500GT
I. Tarif Tetap Per Kapal yang Us $50
ditunda/jam
2. Tarif Variabel Per GT/kapal yang US $0.004
ditunda/jam
4. | Jasa Sandar
a. | Kapal dalam negeri s/d S00GT
1 Tarif Tetap Per Kapal yang Rp. 55.000,-
disandar/jam
2 Tarif Variabel Per GT/Kapal Rp. 12,-
yang sandar/jam
b. | Kapal [uar negeri s/d 500GT
I Tarif Tetap Per Kapal yang US$ 35
disandat/jam
2 Tarif Variabel Per GT/Kapal Us$ o
yang sandar/jam
5. { Jasa Penumpukan Di Pelabuhan Umum
Peti Kemas (Containen)




1. Kosong Per unit Per hari Rp. 12.500,-
2. Isi Per unit Per hari Rp. 27.000,-
b. | Ukuran 40°
I. Kosong Per unit Per hari Rp. 17.500,-
2. Isi Per unit Per hari Rp. 40.000,-
Pas Kendaraan
a. Kendaraan roda 16 (tronton) Per unit/sekali Rp. 55.000.-
masuk
Per unit/tahun Rp.  3.500.000,-
b. Kendaraan roda 12 {trailer) Per unit/sekali Rp. 50.000,-
masuk
Per unit/tahun Rp.  3.000.000,-
¢.  Truk Besar (fuso) Per unit/sekali Rp. 35.000,-
masuk
Per unit/tahun Rp.  2.000.000,-
d.  Truk Sedang Per unit/sekali Rp. 25.000,-
masuk
Per unit/tahun Rp. 1.500.000,-
e. Colt dan sejenisnya Per unit/sekali Rp. 15.000,-
masuk
Per unit/tahun Rp.  1.000.000,-
f.  Sepeda Motor Per unit/sekali Rp. 5.000,-
masuk
Per unit/tahun Rp. 600.000,-
g. Gerobak Per unit/sekali Rp. 2.500,~
masuk
Per unit/tahun Rp. 250.000,-
Pas Penumpang Kapal Penumpang dan Per orang/sekali Rp. Rp.2.500,-
Pengantar masuk
Sewa Tempat Penitipan Barang
a.  Barang curah Hari/palet Rp 1.500.-
b.  Barang drum Hari/palet Rp 1.500,-
c. Barang Box Hari/palet Rp 1.000,-
d. Barang palet Hari/palet Rp 1.500,-
Toilet
a. ~ Buang Per sekali Rp. 500,-
Air masuk/orang
Kecil
b. Buang Per sekali Rp. 10006,-
Alr masuk/orang
Besar
c. Mandi Per sekali Rp. 2000,-
masuk/orang
WALIKOTA BONTANG,
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Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor : 10 Tahun 2011
Tanggal : 27 Desember 2011
Tentang : RETRIBUSIJASA USAHA

 ———s—ws--’s—eee-ses e e e

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

A. Taman
JENIS TARIF
Kelas A Rp. 50.000/ Jam
Kelas B Rp. 25.000/ Jam
Kelas C Rp. 20.000 / Jam
Kelas D Rp. 15000/ Jam
Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt Rp. 30.000/ Jam
B. Stadion
NO JENIS TARIF
I. §Lapangan dan fasilitas pendukung (kecuali Rp. 250.000/jam
lampu sorot)
2. | Untuk pemakaian fasilitas tertentu
a Tribune Rp. 100.000/ Jam
b Lampu Sorot Rp. 150.000/ Jam
¢ Lapangan Rp. 50.000/ Jam
d Mikropon Rp. 20.000/ Jam
e Sentie Ban Rp. 10.000/ Jam
3. | Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt Rp. 30.000/ Jam
4. | Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt Rp. 20.000/ Jam
C. Lapangan
NO JENIS TARIF
1. Lapangan dan Anjungan Rp. 100.000/ Jam
2. Lapangan Sepatu Roda Rp. 10.000/ Jam
3. Mikrofon Rp. 10.000/ Jam
4. | Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt Rp. 30.000/ Jam
5. Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt Rp. 20.000/ Jam




D. Tempat Olahraga

NO JENIS TARIF
1. |Lapangan Volly Rp. 7.500/ Jam
2. | Lapangan Bola kaki Rp. 10.000/ Jam
3. | Lapangan Tenis Rp. 15.000/ Jam
4. | Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt Rp. 30.000/ Jam
5. | Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt Rp. 20.000/ Jam
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA




Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor
Tanggal
Tentang

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

: 10 Tahun 2011
: 27 Desember 2011

: RETRIBUSIJASA USAHA

BENIH IKAN /UDANG
NO JENIS BENIH IKAN TARIF KETERANGAN
BENUR:
1 Harga benur udang windu:
- Ukuran post larva (PL) 8-10 Rp 15,- per ekor
- Ukuran post larva (PL) 11-14 Rp 20,- per ekor
- Ukuran post larva (PL) 15-20 Rp 25.- per ekor
BENIH IKAN:
2 Harga benih ikan kerapu tikus:
- Ukuran 1-3 em Rp 3.500,- per ekor
- Ukuran >3 Rp 1.000,- per centimeter
3 Harga benih ikan kerapu sunu:
- Ukuran 1-3 cm Rp 2.000,- per ekor
- Ukuran > 3 Rp 1.000,- per centimeter
4 Harga benih ikan kerapu macan:
- Ujuran 1-3 cm Rp 2.000.- per ekor
- Ukuran > 3 cm Rp 1.000.- per centimeter
5 Harga benih ikan bandeng:
- Ukuran 1-3 cm Rp 100,- per ekor
- Ukuran 3-5 cm Rp 150, per ekor
- Ukuran 5-7 cm Rp 300.- per ekor
WALIKOTA BONTANG,
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PENJELASAN
ATAS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dan
pelaksaﬁaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Bontang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus urusan pemerintahannya sesuai kewenangan yang diberikan untuk memberikan
pelayanan yang optimal dan maksimal kepada masyarakat.

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Kota Bontang menetapkan pungutan kepada
masyakarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama i
punguwtan atau retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang bersifat parsial atau
sendiri-sendiri sesuai dengan Objek dan Tarif yang akan dipungut pemerintah daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribust
Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak maupun retribusi yang
telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan tidak memberikan perluasan terhadap basis
pajak/retribusi dart yang sudah ditetapkan. Salah satu yang diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kota Bontang adalah Retribusi Jasa Usaha yang memuat 7 (tujuh) jenis
retribusi yang sebelumnya telah berlaku.

Hasil penerimaan dari retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber potensial terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Dengan diberlakukannya
Peraturan Daerah ini, kemampuan daerah diharapkan akan semakin mampu untuk membiayai
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Disisi lain dapat memberikan kepastian bagi
masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban Retribusi Daerah. Oleh karena itu
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek retribusi dan kebijakan yang tepat dalam penetapan tarif sehingga kesejahteraan

masyarakat dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas



Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas



Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas



Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 29



